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BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG

PENGENDALIAN PENEBANGAN POHON
DAN PEREDARAN HASIL HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam dan

konservasi tanah guna meningkatkan kesejahteraan
kehidupan rakyat maka perlu mengendalikan penebangan
pohon dan peredaran hasil hutan hak;

. bahwa pemanfaatan kayu dan peredaran kayu hasil tebangan

dari hutan hak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan dengan kegiatan penebangan pohon;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a

dan b, perlu mengatur Pengendalian Penebangan Pohon dan
Peredaran Hasil Hutan Hak dengan menetapkannya dalam
Peraturan Daerah.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012
tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan
Hak.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 /Kpts-II/1986
tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainya;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I JawaTimur Nomor
11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Jimur;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Hutan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menetapkan :

dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENEBANGAN
POHON DAN PEREDARAN HASIL HUTAN HAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.

Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Banyuwangi.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan
lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan
masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan
hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak
Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau
dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN).

Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan
turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.

Pohon adalah tumbuh-tumbuhan/tegakan tanaman keras yang
memiliki diameter batang 10 cm dengan ketinggian setinggi dada
(130 cm) atau lebih.

Hasil hutan yang berasal dari hutan hak yang selanjutnya
disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang
berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas
areal hutan hak atau lahan masyarakat.

Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil
pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan
menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan
surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan
dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan
hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis
kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis

kayu.
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Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan
semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau
fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan
tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu,
Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu
Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar.

Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU
adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan
yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus
sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat
dan kayu olahan rakyat).

Surat Angkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat SAP adalah
surat yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak
dari pelabuhan umum ke tempat tujuan dokumen Nota Angkutan
atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang
diterbitkan oleh petugas perusahaan penerima kayu.

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu
bulat sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis
produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh pejabat yang berwenang

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu
bulat sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis
produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu
pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat
IPKL adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan
bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.
Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat
IPKT adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri
pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri
dan dalam satu badan hukum.

Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT
adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan
rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak,
milik badan usaha atau perorangan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

L=

Tujuan dan sasaran;
Produksi dan peredaran;
Pembinaan dan pengendalian;
Pelanggaran dan sanksi; dan
Penyidikan.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3
(1) Pengendalian penebangan pohon yang tumbuh diluar kawasan

hutan bertujuan:
a. mengatur pemanfaatan sumberdaya alam kayu sehingga
dapat memenuhi asas manfaat dan lestari.

b. melindungi hak privat dan kepastian hukum dalam
pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang
berasal dari hutan hak.

(2) Sasaran pengendalian penebangan pohon yang tumbuh diluar

kawasan hutan adalah:

a. pengamanan terhadap kepentingan negara seperti pelestarian
kawasan lindung dan pemanfaatan kayu rakyat secara
optimal;

b. pengendalian peredaran kayu rakyat sebagai bagian upaya
pemanfaatan kayu secara tertib, legal, lancar, efesien dan
bertanggung jawab;

c. Menumbuh kembangkan peran serta aktif masyarakat untuk
mencari alternatif komoditas yang mampu meningkatkan
ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi
sekaligus mendatangkan manfaat ekologis bagi generasi
sekarang dan yang akan datang.

Pasal 4
Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan
pohon wajib mengganti minimal sebanyak pohon yang akan ditebang
dengan ketinggian pohon minimal 30 cm dari permukaan tanah.

BAB IV
PRODUKSI DAN PEREDARAN
Pasal 5
(1) Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak
tidak perlu izin penebangan/pemungutan.
(2) Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa :
a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik;
b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai; atau
c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti
penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada
di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional
(BPN).

Pasal 6
(1) Hasil produksi penebangan pohon yang dipindahkan atau
diangkut ke tempat lain dengan maksud diperjual belikan atau
dipakai sendiri, wajib dilengkapi dokumen yang sah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



